
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)

DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
mampu dan berwibawa sangat diharapkan dalam rangka penegakan
Peraturan Daerah terutama untuk melakukan Penyidikan terhadap
pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah;

b. bahwa keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar
berdayaguna dan berhasil guna perlu dilakukan perubahan Peraturan
Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Siak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun
2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan  Singingi dan Kota Batam  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah
tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5094);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode
Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

11.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

12.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan
Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

13.Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.H.H 01.AH.09.01
Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi
dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat PPNS dan Bentuk,
Ukuran, Warna, Format serta Penerbitan KTP Pejabat PPNS;

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan
BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL (PPNS) DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2006
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2006 Nomor 6) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi
sebagai  berikut:

Pasal 9

(1) Pengangkatan PPNS Daerah diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris
Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan Gubernur.

(2) Syarat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Daerah terdiri dari:
a. berpangkat paling rendah Penata Muda/Golongan ruang III/a;

b. berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau Sarjana lain yang setara;

c. ditugaskan dibidang teknis operasional;

d. telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan;

e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-

turut dengan nilai rata-rata; dan

f. sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 14

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat atau mutasi sebagai PPNS, harus mempunyai
Kartu  Tanda Pengenal yang  diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini
Direktur Jenderal Pemerintahan Umum.

(2) Masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal dikeluarkannya.

(3) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
pada lampiran I dan II yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.


